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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, 

penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

mengenai Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana 

(Borrower) dalam Peer to Peer Lending sebagai berikut:  

1. Kreditur, Debitur, dan perusahaan P2P Lending sebagai pihak 

dalam proses pinjam meminjam melalui berbasis teknologi 

informasi menyelenggarakan sebuah kesepakatan melalui media 

elektronik sehingga pemilik dana dengan peminjam dana tidak 

bertatap muka secara langsung. Kesepakatan tersebut dituangkan ke 

dalam dokumen elektronik sesuai dengan pengaturan di dalam pasal 

20 (1) dan (2) POJK P2P Lending. Dokumen elektronik tersebut 

memuat beberapa hal, salah satunya adalah agunan yang merupakan 

objek jaminan. Agunan ini dapat dimuat di dalam dokumen 

elektronik dan dapat pula tidak diadakan. Frasa kata “jika ada” 

dalam pasal 20 (2) POJK P2P Lending mengandung makna tidak 

wajib sehingga penyelenggara P2P Lending bisa mensyaratkan 

adanya jaminan dan bisa juga tidak. Selain makna tidak wajib, Bab 

V Mitigasi Risiko POJK P2P Lending tidak mengatur mengenai 

mitigasi risiko terhadap gagal bayarnya debitur. Sementara itu, 

kewajiban mengenai agunan seharusnya bisa menjadi salah satu 

solusi pengurangan risiko gagal bayar debitur. 

2. Faktanya, risiko yang sering ditemukan dalam P2P Lending saat ini 

adalah ruginya kreditur karena tidak dikembalikannya dana 

pinjaman oleh debitur atau gagal bayarnya debitur untuk 

mengembalikan uang pinjaman kepada kreditur. Salah satu bukti 

yang menunjukkan risiko kerugian yang cukup besar dalam proses 

pinjam meminjam berbasis teknologi ada pada Grup Modalku yang 
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memiliki pinjaman gagal bayar total sebesar Rp 217,13 miliar pada 

periode bulan April 2020. Dengan demikian, urgensi dari agunan 

sendiri adalah sebagai jaminan yang dapat memberikan posisi 

diutamakan bagi kreditur apabila di kemudian hari ternyata debitur 

lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, agunan 

memberikan keamanan serta perlindungan bagi kreditur apabila 

debitur wanprestasinya, setidaknya kreditur dapat mengeksekusi 

objek jaminan untuk memperoleh pelunasan dana yang telah ia 

pinjamkan dari hasil penjualan objek jaminan. Oleh karena itu, 

agunan dapat dikatakan sebagai upaya mitigasi risko wanprestasinya 

peminjam dana dalam P2P Lending. 

3. Berdasarkan uraian di atas, perumusan kembali kewajiban 

menyediakan agunan oleh penerima pinjaman ini dapat dilakukan 

dengan menghapus frasa “jika ada” dalam pasal 20 ayat (1) POJK 

P2P Lending dan membuat ketentuan baru dalam Bab Mitigasi 

Risiko yang melihat pada pasal 26 – 32 Bab VII Mitigasi Risiko 

Pembiayaan POJK No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya jaminan kebendaan 

dalam P2P Lending, salah satu risiko gagal bayarnya debitur dalam 

perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dapat 

diminimalisasi. Pengaturan kembali mengenai kewajiban bagi 

penerima pinjaman untuk menyediakan agunan dalam proses pinjam 

meminjam melalui P2P Lending dapat dijadikan bentuk mitigasi 

risiko dalam menghadapi risiko kerugian yang dialami oleh kreditur. 

Seharusnya, jaminan kebendaan diwajibkan ada dalam perjanjian 

utang piutang khususnya P2P Lending yang lebih berisiko tinggi 

bagi kreditur kehilangan uang pinjaman. Jaminan yang tepat 

digunakan dalam P2P Lending ini adalah jaminan fidusia dan hak 

tanggungan. Jaminan fidusia dan hak tanggungan dikatakan tepat 

sebagai jaminan dalam P2P Lending karena saat ini keduanya dapat 

didaftarkan melalui media elektronik. 
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VI.2. Saran 

Platform P2P Lending memang dibentuk untuk mempermudah 

masyarakat dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam. Dengan 

P2P Lending, para pihak tidak diwajibkan untuk bertemu secara fisik dan 

dapat melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan perangkat seperi 

laptop maupun smartphone. Namun, risiko yang cukup tinggi sampai saat 

ini adalah tingginya risiko gagal bayar debitur yang merugikan kreditur 

sehingga tak jarang ditemukan kreditur kehilangan sejumlah dana yang 

dipinjamkan melalui media P2P Lending. 

Saran dari penulis, sebaiknya keberadaan dari agunan dalam proses 

pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi yang memiliki risko 

gagal bayar cukup tinggi ini diwajibkan ada. Tujuannya agar kreditur 

terlindungi dari kerugian yang disebabkan oleh wanprestasinya debitur 

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang 

pinajaman. Rumusan pasal yang seharusnya ada dalam peraturan 

mengenai P2P Lending adalah pihak kreditur berkewajiban untuk 

melakukan mitigasi risiko dengan cara meminta agunan kepada debitur 

sebagai jaminan apabila debitur gagal bayar, objek jaminan dapat dijual 

dan hasil penjualannya digunakan sebagai pelunasan utang. Jaminan yang 

tepat digunakan di dalam P2P Lending adalah jaminan fidusia atau hak 

tanggungan sebab pendaftaran keduanya saat ini sudah dapat diakses 

melalui media elektronik. Perjanjian mengenai agunan ini akan dimuat di 

dalam perjanjian jaminan (accesoir) yang dibuat oleh kreditur dengan 

debitur sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok. 

Keberadaan agunan akan melahirkan kewajiban baru bagi kreditur untuk 

mengurus jaminan fidusia atau hak tanggungan karena pihak krediturlah 

yang membutuhkan agunan sebagai jaminan apabila debitur gagal bayar, 

objek jaminan yang ada dapat dijual dan dana yang dihasilkan dari 

penjualan objek jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan utang. Oleh 

karena itu, seharusnya pihak kreditur yang berkewajiban untuk meminta, 

mengurus mekanisme pengikatan/pembebanan serta membiayai jaminan 
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sebagai perjanjian tambahan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis 

teknologi informasi dalam P2P Lending. 

Keberadaan dari agunan ini dapat dianggap menyulitkan bagi para 

pengguna jasa P2P Lending. Namun, agunan ini ditujukan untuk 

melindungi kreditur dan menjamin pemenuhan dana oleh debitur yang 

sampai saat ini merupakan risiko dan masalah yang cukup sering 

ditemukan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi dan 

informasi. Oleh karena itu, seharusnya keberadaan agunan tidak dianggap 

sebagai sarana yang menyulitkan karena tujuannya sendiri adalah untuk 

memberikan keamanan maupun perlindungan bagi kreditur dan sebagai 

bentuk mitigasi risiko dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis 

teknologi informasi dengan media P2P Lending. Penambahan agunan 

dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini justru 

dapat dijadikan solusi untuk meminimalisasi risiko gagal bayarnya 

debitur.  
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